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ABSTRAK

PEMBERLAKUAN KLAUSULA BAKU DALAM REKENING
TELEPON MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

RAHMAD SURYA PAMUNGKAS

Salah satu perjanjian baku/kalusula baku dapat kita temukan pada
rekening telepon. Di Indonesia telepon ditangani oleh pihak Telkom, hal ini
menyebabkan suatu tindakan monopoli yang dilakukan oleh Telkom, padahal
dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi dijelaskan bahwa: Dalam penyelenggaraan telekomunikasi
dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diantara penyelenggara
telekomunikasi. Namun faktanya pengguna jasa telepon sering kali dirugikan
akibat memanfaatkan jasa telepon.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan hak-hak yang
sudah didapat oleh konsumen jasa telepon dari klausula baku, dan juga untuk
mengetahui dan memahami badan yang berwenang mengawasi pencantuman
klausula baku.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami hak-hak yang sudah didapat oleh
konsumen jasa telepon dari klausula baku adalah hak informasi. Namun ada hak-
hak yang belum secara optimal mereka peroleh yang justru masih jauh dari
harapan, misalnya hak untuk mendapat kenyamanan, hak untuk didengar pendapat
dan keluhannya, hak untuk mendapat advokasi dan hak mendapat ganti rugi. Hal
ini disebabkan dari konsumen itu sendiri masih belum benar-benar sadar untuk
mempertahankan hak-haknya sementara pelaku usaha masih banyak yang
melanggar. Badan yang berwenang mengawasi klausula baku adalah Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), ydng secara tegas diatur di dalam
Pasal 52 butir ¢ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen.

Kata kunci: Pemberlakuan klausula baku dalam rekening telepon.
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BAB.1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen atau lebih dikenal dengan Undang-undang Perlindungan
Konsumen (UUPK) yang diberlakukan secara efektif satu tahun kemudian (20
April 2000), realitas hak-hak konsumen masih sebatas angan-angan belaka.
Harapan konsumen menjadi “Raja” dengan lahirmya Undang-undang
Perlindungan Konsumen (UUPK) hanyalah impian. Kelahiran UUPK yang
bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian
konsumen, mengangkat harkat dan martabat konsumen, sehingga tumbuh sikap
yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha, belumlah nampak secara
signifikan.

Dari aspek hukum UUPK sudah cukup memberikan perlindungan terhadap
konsumen. Namun dalam prakteknya, konsumen sendiri enggan untuk
mengajukan tuntutan ganti rugi (gugatan) kepada pelaku usaha, meskipun dirinya
telah dirugikan, alasannya sederhana, dikarenakan konsumen tidak mau repot-
repot dengan urusan remeh-temeh yang prosesnya sangat rumit. Sikap konsumen
seperti inilah yang memberi peluang kepada pelaku usaha untuk bertindak curang
dan cenderung melemahkan kedudukan konsumen. Disisi lain, pada kenyataannya

pelaku usaha belum banyak yang mengimplementasikan aspek-aspek hukum



perlindungan konsumen dalam usahanya, atau boleh dibilang belum memenuhi
dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UUPK.

Dalam praktek dunia usaha juga menunjukkan bahwa kedudukan antara
pelaku usaha dengan konsumen sering diterjemahakan dengan pembuatan
perjanjian baku dan/atau klausula baku dalam setiap dokumen atau perjanjian
yang dibuat oleh salah satu pihak yang lebih “dominan” dari pihak lain. Dikatakan
bersifat “baku” karena baik perjanjian maupun kalausula tersebut tidak dapat dan
tidak mungkin dinegosiasikan atau ditawar-tawar oleh pihak lain. Tidak adanya
pilihan hukum bagi salah satu pihak dalam perjanjian ini cenderung merugikan
pihak yang “kurang dominan” tersebut. Terlebih lagi dengan sistem pembuktian
yang berlaku di negara Indonesia saat ini, jelas tidaklah mudah bagi pihak yang
cenderung dirugikan tersebut untuk membuktikan tidak adanya kesepakatan saat
dibuatnya perjanjian baku tersebut atau klausula baku yang termuat dalam
perjanjian yang ada.!

Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen tidak melarang pelaku
usaha membuat perjanjian baku yang memuat klausula baku atas setiap dokumen
dan/atau perjanjian transaksi usaha perdagangan barang dan/atau jasa, selama dan
sepanjang perjanjian baku dan/atau klausula baku tersebut tidak mencantumkan
ketentuan sebagaimana dilarang dalam Pasal 18 ayat (1) serta tidak “berbentuk”
sebagaimana dilarang dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 tahun

1999 tentang Perlindungan Konsumen.

'Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen,
Gramedia Pustaka, Jakarta, 2001, him. 53



Salah satu perjanjian baku/kalusula baku dapat kita temukan pada rekening
telepon. Di Indonesia telepon ditangani oleh pihak Telkom, hal ini menyebabkan
suatu tindakan monopoli yang dilakukan oleh Telkom, padahal dalam Pasal 10
ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi djelaskan
bahwa: “ Dalam penyelenggaraan telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan
yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha
tidak sehat diantara penyelenggara telekomunikasi”. Namun faktanya pengguna
jasa telepon sering kali dirugikan akibat memanfaatkan jasa tersebut.

Beberapa waktu yang lalu ada kasus konsumen mengeluhkan biaya
tagihan telepon yang sangat besar party line (hiburan langsung dan bebas) dan
jasa premium call (tarif hemat bertelepon). Jasa premium call berawal dari
tayangan aneka kuis dibeberapa stasiun televisi swasta, yang biasanya
berlangsung kurang lebih 30 detik. Untuk dapat mengikutinya peserta harus
memutar nomor telepon 1809XXXXXX (tarif pulsa nomor tersebut, bukanlah
tarif berdasarkan SLI atau SLJJ, namun tarif Preium). Informasi nomor telepon
dan hadiah yang diperebutkan dibuat sedemikian jelasnya, namun informasi
mengenai “tarif pulsa” tercetak sangat kecil dan kemungkinan tidak terbaca oleh
pemirsa. Tarif pulsa yang berlaku sangat bervariasi dari mulai Rp 150,- hingga
Rp 300,- per 5-6 detik. Akibatnya para konsumen menanyakan via telepon
mengapa reeking telepon pada kolom Japati (jaringan pintar teknologi informasi)
tercetak biaya untuk Premium Call (termasuk layanan Japati) sangat besar,

padahal konsumen merasa tidak pernah ikut menggunakan fasilitas tersebut.



menanggapi hal tersebut pihak Telkom tidak mau tahu, konsumen tetap harus
membayar tagihannya dan hanya menyarankan untuk memblokir line interlokal .2

Fenomena seperti ini disatu pihak bermanfaat bagi konsumen karena
semakin terbukanya sarana kebebasan untuk berkomunikasi tanpa batas. Akan
tetapi disisi lain kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha menjadi tidak
seimbang dimana konsumen berada pada posisi yang lemah. Faktor utama yang
menjadi kelemahan dari pihak konsumen yaitu konsumen tidak mengerti akan
hak-haknya sebagai konsumen, selain itu produsen (pelaku usaha) pada dasarnya
hanya mementingkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Ketidak mampuan
konsumen dalam menghadapi pelaku usaha ini jelas sangat merugikan. Pada
umumnya pelaku usaha hanya memberikan informasi yang semu kepada
masyarakat.

Bertitik tolak dari apa yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas,
penulis berkeinginan untuk mengadakan penelitian lebih dengan judul:
“PEMBERLAKUAN KLAUSULA BAKU DALAM REKENING TELEPON
‘MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG

PERLINDUNGAN KONSUMEN”

B. Permasalahan
Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:
1. Hak-hak apa saja yang sudah didapat oleh konsumen jasa telepon dari

klausula baku ?

Tagihan Telepon Membengkat, http://www.tempointeraktif.com/korantempo/new/
2003/3/31/ konomi%20bisnis20bisnis/19.html. Akses tanggal 25 Januari 2017



2. Badan apakah yang berwenang mengawasi pencantuman klausula baku ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran
terhadap pemberlakuan klausula baku dalam rekening telepon menurut Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tanpa menutup
kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penulisan adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan hak-hak yang sudah didapat oleh
konsumen jasa telepon dari kalusula baku;

2. Untuk mengetahui dan memahami badan yang berwenang mengawasi
pencantuman klausula baku.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis
yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu
pengetahuan, khsusnya hukum perdata, sekaligus merupakan sumbangan
pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Defenisi Konseptual

Defenisi konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan
yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan
dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran

penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka uraian di bawah ini akan



dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan yang berkaitan dengan jusl skripsi
ini sebagai berikut:

1. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia
dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain,
maupun makhluk hidup dan dan tida untuk diperdagangkan. (Pasal 1
angka 2 UU No. 8 tahun 1999).

2. Perjanjian adalah: suatu hubungan hukum mengenai benda antara dua
pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau diangap untuk melakukan suatu

| hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.

3. Perjanjian baku ada apalah hanya menyangkut sepihak saja. Hal ini dapat
diketahui dari rumusan kata kerja “mengikat diri”, sifatnya hanya datang
dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya rumusan itu
adalah “saling mengikatkan diri”. Jadi ada consensus antara kedua belah
pihak.*

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum,
terutama yang bersangkut paut dengan pemberlakuan klausula baku dalam
rekening telepon menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum
normatif yang bersifat deskriptif (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk

. menguji hipotesa.

*R. Witjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, Sumur, Bandung, 1983, hlm. 8
‘Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001,
him. 224



Teknik pengumpulan data
Teknik pengumpulan data sekunder dititik fberatkan pada penelitian
kepustakaan (/ibrary research) dengan cara mengkaji:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti
undang-undang, peraturan pemerintah dan semua ketentuan peraturan
yang berlaku

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesa, pendapat
para ahli maupun peneliti terdahulu yang sejalan dengan permasalahan
dalam skripsi ini

¢. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia dan
lainnya.

Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data
yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan
editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai
kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan
dan kesalahan.

Analisa data

Analisa data dilakukan secara kualitatif yang dipergunakan untuk
mengkaji aspek-aspek nofmatif atau yuridis melalui metode yang bersifat

deskriptif analitis yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan



menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang

bersifat umum.’

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan

tersusun dalm 4 (empat) bab dengan sistematika sebegai berikut:

Bab. I.

Bab. II.

Bab. III.

Bab. IV.

Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang
lingkup dan tujuan, depenisi konseptual, metode penelitian, dan
sistematika penulisan.

Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauvan pustaka yang menyajikan
mengenai pengertian perjanjian, asas-asas hukum perjanjian, syarat-
syarat sahnya perjanjian, pengertian perjanjian baku, pengertian
konsumen hak dan kewajiabannya, pengertian pelaku usaha hak dan
kewajibannya.

Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara
khusus menguraikan dan menganalisa - permasalahan yang diteliti
mengani Hak-hak yang sudah didapat oleh konsumen jasa telepon dari
klausula baku, dan juga mengenai badan yang berwenang mengawasi
pencantuman klausula baku.

Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi

ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

*Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997,

him. 129



BAB. I

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perjanjian

Kata “perikatan” merupakan terjemahan dari bahasa Belanda
“verbintenis”, yang diartikan adalah hubungan yang terjadi antara dua orang atau
lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak satu berhak
atas satu prestasi dan pihak lain wajib memenubhi prestasi itu”.®

Dalam sistematika Kitab Undang-undang Hukum Perdata, hukum

perjanjin merupakan bagian dar hukum perikatan yang diatur dalam buku
III dengan judul “van verbintenissen”. Penggunaan istilah perjanjian dalam
sistematika  tersebut = dimaksudkan sebagai terjemahan  istilah
“overeenkomst”, walaupun belum ada kesepakatan antara sarjana hukum
Indonesia untuk menterjemahkan ke dalam istilah perjanjian atau
persetujuan.”’

Menurut R. Subekti, peristilahan perjanjian dan persetujuan tersebut
menunjuk pada pengertian yang sama, karena baik dalam perjanjian maupun
persetujuan terdapat dua pihak yang setuju untuk melakukan sesuatu.®

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdta, merumuskan pengertian
perjanjian yang diistilahkan dengan persetujuan sebagai terjemahan dari
overenkomst, yang diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata, yaitu: “Suatu
persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya pada satu orang lain atau lebih”. Tetapi dalam

perkembangannya ketentuan yang ada dalam Pasal 1313 KUH Perdata ini kurang

®Mariam Darus Badrulzaman, Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku I (Hukum
Perikatan Denga Penjelasannya), Alumni, Bandung, 1983, him. 1

"Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, Sumur, Bandung, 1983, him. 8

®R. Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1991, him. 1



10

begitu memuaskan dan masih terdapat kelemahan-kelemahan seperti diuraikan

berikut:’

1.

Hanya menyangkut sepihak saja

Hal ini diketahui dari perumusan “satu orang atau lebih mengikatkan
dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Kata kerja “mengikatkan”
sifatnya hanya datang dari satu pihak saja dari kedua belah pihak,
seharusnya perumusan itu “saling mengikatkan diri”, jadi ada consensus
antara pihak-pihak.

Kata perbuatan mencakup juga tanpa consensus

Dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan pelaksanaan tugas
tanpa  kuasa  (zaakwarneming), tindakan melawan  hukum
(onrevhtmatigedaad) yang tidak mengandung consensus. Seharusnya
dikapai kata “persetujuan”

Pengertian Perjanjian terlalu luar

Pengertian perjanjian dalam pasal tersebut terlalu luas karena mencakup
juga pelangsungan perkawinan, janji kawin, yang diatur dalam lapangan
hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalah hubungan antara debitur
dan kreditur dalam lapangan harta kekayaan saja. Perjanjian yang
dikehendaki oleh buku III KUH Perdata sebenarnya hanyalah perjanjian

yang bersifat kebendaan, bukan perjanjian yang bersifat personal

®Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, 1992, him. 77-78
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4. Tanpa menyebut tujuan

Dalam perumusan pasal itu tidak disebutkan tujuan mengadakan
perjanjian, sehingga para pihak mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.
Berdasarkan alsan-alasan tersebut di atas, Abdulkadir Muhammad
berpendapat bahwa perjanjian merupakan suatu persetujuan dengan mana dua
orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam
lapangan hukum harta kekayaan. Lebih lanjut dapat disimpulkan bahwa unsur-
unsur sari suatu perjanjian, yaitu:'°
1. Adanya pihak-pihak, sedikitnya dua orang
Pihak-pihak ini disebut sebagai subjek perjanjian. Subjek perjanjian ini
dapat berupa manusia pribadi (natuurlijk persoon) dan badan hukum
(recht persoon). Subjek perjanjian ini harus mampu atau wenang
melakukan perbuatan hukum, seperti yang ditetapkan di dalam undang-
undang.
2. Adanya persetujuan antara pihak-pihak
Persetujuan ini ditujukan dengan penerimaan tanpa syarat atas suatu
tawaran. Apa yang ditawarkan dan dirundingkan umumnya mengenai
syarat-syarat dan mengenai objek perjanjian dan oleh pihak yang satu
diterima oleh pihak yang lainnya. Dengan disetujui oleh masing-masing

pihak, maka timbullah persetujuan yang merupakan syarat sah perjanjian

%7bid, him. 78-79
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. Adanya tujuan yang akan dicapai

Tujuan mengadakan perjanjian terutama untuk memenuhi kebutuhan
pihak-pihak itu, kebutuhan tersebut hanya dapat terpenuhi bila
mengadakan perjanjian dengan pihak lain. Tujuan itu sifatnya tidak boleh
bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan tidak dilarang oleh
undang-undang

. Adanya prestasi yang akan dilaksanakan

Adanya persetujuan ini, maka timbulah kewajiban untuk melaksanakan
suatu prestasi. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh
pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian, misalnya pembeli
berkewajiban membayar harga dan berhak untuk menerima barang,
sedangkan penjual berkewajiaban menyerahkan barang

. Adanya bentuk baru

Bentuk dari perjanjian ini perlu ditentukan, karena ada ketentuan undang-
undang yang menyatakan bahwa suatu perjanjian merupakan kekuatan
mengikat dan kekuatan bukti denga bentuk tertentu yang biasanya tertulis
berupa akta. Perjanjian dapat juga dibuat secara lisan atau dengan kata-
kata ang tidak dituangkan dalam bentuk tulisan yang maksud dan tujuan
dapat dipahami oleh pihak-pihak, terkecuali pihak-pihak menghendaki
agar dibuat secara tertulis

. Ada syarat-syarat tertentu

Sayarat-syarat tertentu ini sebenarnya sebagai isi perjanjian, karena dari

syarat-syarat itulah dapat diketahui hak dan kewajiban pihak-pihak.



13

Syarat-syarat ini biasanya terdiri dari syarat pokok yang akan

menimbulkan hak dan kewajiban pokok, misalnya mengenai harganya,

barangnya, dan juga ada sebagai syarat pelengkap atau tambahan,

misalnya mengenai cara pembayaran, cara penyerahan dan lain-lain.

Bila kita lihat hal-hal tersebut di atas, timbul berbagai pengertian
perjanjian yang dikemukakan oleh beberapa sarjana hukum, antara lain:

a. Prof R. Wirjono Prodjodikoro, berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu
hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu
pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal,
sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.!!

b. J. Satrio, berpendapat bahwa perjanjian merupakan sekelompok
sekumpulan perikatan yang mengikat para pihak dan perjanjian yang
bersangkutan.'?

c. M. Yahya Harahap, berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu hubungan
hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi
kekuatan hak satu pihak untuk memperoleh prestasi sekaligus

mewajibkan pihak lain untuk menunaikan prestasi.”

B. Asas-asas Hukum Perjanjian
Di dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas sebagai berikut:'*

1. Asas kebebasan berkontrak

"R, Wirjono Prodjodikoro, Op. Cut, him. 9

12y Satrio, Hukum Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, him. 4

"*M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1982, him. 6
“Mariam Darus Badrulzaman, Op. Cir, him. 108
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Asas ini berarti bahwa setiap orang boleh mengdakan perjanjian apa saja
walaupun belum atau tidak diatur dalam undang-undang, akan tetapi keberlakuan
asas ini tetap dibatasi oleh tiga hal yaitu tida dilarang oleh undang-undang, tidak
bertentangan dengen ketertiban umum serta tidak bertentangan dengan kesusilaan
seperti yang tercantum dalam Pasal 1337 KUH Perdata
2. Asas kepercayan

Asas ini berarti bahwa dalam suatu perjanjian harus ada unsur kepercayaan
antara kedua belah pihak
3. Asas kekuatan mengikat

Asas ini berarti bahwa terikatnya para pihak dalam perjanjian tidak hanya
terbatas pada hal-hal yang diperjanjikan, akan tetapi juga terhadap beberapa unsur
lain sepanjang tidak bertentangan dengan kebiasaan, kepatutan serta moral
4. Asas persaman hak

Asas ini menempatkan para pihak dalam persamaan derajat, tidak ada
perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kepercayaan, kekuasaan,
jabatan, dan lain-lain. Masing-masing pihak harus menghormati satu sama lain
sebagai manusia ciptaatn Tuhan,

5. Asas keseimbangan

Asas ini menghendaki adanya keseimbangan antara para pihak dalam arti
pihak yang berhak untuk menuntut prestasi dan pihak yang berkewajiban untuk
memenuhi prestasi
6. Asas moral

7. Asas kepatutan
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8. Asas kebiasaan.

C. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian

Suatu perjanjian dianggap sah apabila perjanjian itu telah memenuhi
syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. menurut Pasal 1320
KUH Perdata, syarat-syarat sahnya perjanjian adalah:'

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Pada dasarnya perjanjian yang timbul itu sudah dilahirkan sejak
tercapainya kesepakatan. Sebagai tolok ukur untuk memenuhi adanya kesepakatan
harus berpedoman pada ketentuan Pasal 1321 KUH Perdata yang menyatakan:
“tiada kesepakatan yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kehilafan, atau
diperoleh dengan paksaan atau penipuan”,

Selain kesepakatan dalam suatu perjanjian tidaklah boleh didasari paksaan
dan kekeliruan, juga karena penipuan yang terjadi jika salah satu pihak dengan
sengaja memberikan keterangan-keterangan palsu atau tidak benar disertai dengan
tipu muslihat untuk membujuk pihak lain supaya memberikan persetujuan (Pasal
1328 KUH Perdata).

2. Cakap untuk membuat sesuatu perjanjian

Pengertian cakap menurut hukum adalah orang yang sudah dwasa dan
sehat pikirannya. Pada Pasal 1320 KUH Perdata dirumuskan orang-orang yang
tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

a. Orang-orang yang belum dewasa

R. Subekti, Op. Cir, him. 17
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b. Mereka yang ditaurh di bawah pengampuan
¢. Orang-orang prempuan, dalam hal-hal yang diterapkan oleh undang-
undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang
telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu.
3. Mengenai suatu hal tertentu
Suatu hal tertentu merupakan hal pokok (objek) perjanjian mengenai apa
yang menjadi hak dan kewajiban (prestasi) kedua belah pihak yang terikat dalam
perjanjian.
4. Suatu sebab (causa) yang halal
Sebab (causa) yang dimaksudkan bukanlah sebab dalam arti yang
mendorong orang untuk membuat perjanjian, melainkan dalam arti isi perjanjian

itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak.

D. Pengertian Perjanjian Baku

Perjanjian baku dialih bahasakan dari istilah yang dikenal dalam bahasa
Belanda, yaitu: “Standard Voor Warden”. Di luar negeri belum terdapat
keseragaman mengenai istilah yang digunakan untuk perjanjian baku.
Kepustakaan Jerman mempergunakan istilah “Aligemeine Geshafl Beginden”,
“Standard Conditionen”. Hukum Inggris menyebutnya “Standard Contract”, saya
mencoba menterjemahkannya dengan istilah “Perjanjian Baku”, baku berarti
patokan, ukurannya, patokannya, standarnya, sehingga memiliki arti tetap yang

dapat menjadi pegangan umum. '

'“Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung, 1994, him. 46
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Latar belakang timbulnya perjanjian karena keadaan ekonomi. Perusahaan
besar. dap perusahaan pemerintah mengadakan kerjasama dalam suatu
organisasi d.an untuk kepentingan mereka, ditentukan syarat-syarat secara
sepihak. Pihak lawannya (wederpartif) pada umumnya mempunyai
kec!udukan (ekonomi) lemah baik karena posisinya, karena
ketldaktahuann)fa hanya menerima apa yang disodorkan. Dengan
penggunaan perjanjian baku ini, maka pengusaha akan memperoleh efisiensi
dalam .pengeluaran biaya, tenaga dan waktu pemakaian perjanjian baku
menunjukan perkembangan yang sangat membahayakan kepentingan
masyarakat,!”

Beberapa ahli mencoba memberikan defenisi mengenai perjanjian baku,

diantaranya adalah:'®

1. Hondius merumuskan: “Perjanjian baku adalah konsep perjanjian tertulis
disusun membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan kedalam sejumlah
perjanjian tidak terbatas yang sifatnya tertentu”

2. Droorlever Fortuijin menyatakan: “Perjanjian yang bagian pentingnya
dalam susunan perjanjian

3. Abdulkadir Muhammad menyetakan: “Perjanjian baku adalah hanya
menyangkut sepihak saja. Hal ini dapat diketahui dari rumusan kata kerja

“mengikat diri”, sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari

kedua belah pihak. Seharusnya rumusan itu ialah “saling mengikatkan

diri”. Jadi ada consensus antara kedua belah pihak”

4. Mariam Darus Badrulzaman: “Perjanjian baku sebagai perjanjian yang
isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir”

5. Sutan Remi Sjahdeni menyatakan: “Perjanjian baku adalah sebagai

perjanjian yang hampir semua klausula-klausulanya dibakukan oleh

Ibid, him. 46 |
18 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001,

him. 224
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masyarakat pemakaiannya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak
mempunyai untuk merundingkan atau meminta perubahan.

Perjanjian baku dapat dibedakan dalam tiga jenis, yaitu sebagai berikut:!®

. Perjanjian baku sepihak adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh
pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat
disini ialah pihak kreditur yang lazimnya mempunyai posisi (ekonomi)
kuat dibandingkan pihak debitur. Kedua pihak lazimnya terikat dalam
organisasi, misalnya pada perjanjian buruh kolektif

. Perjanjian baku yang ditetapkan pemerintah, ialah perjanjian baku yang
mempunyai objek hak-hak atas tanah. Dalam bidang agrarian, lihatlah
misalnya formulir-formulir perjanjian sebagaimana yang diatur dalam SK
Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Agustus 1997, No 104/Dja/1997, yang
berupa antara lain akta jual beli, model 1156727, akta hipotek model
10450555, dan sebagainya

. Perjanjian baku yang ditentukan dilingkungan notaries atau advokat
terdapat perjanjian-perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah
disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang
minta bantuan notaries atau advokat yang bersangkutan. Di dalam bidang

kepustakaan Belanda, jenis ini disebut contract model.

®Mariam Darus Badrulzaman, Op. Cit, him. 49-50
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E. Pengertian Konsumen, Hak Dan Kewajibannya

Sebagai suatu konsep “konsumen” telah diperkenalkan beberapa puluh
tahun lalu di berbagai negara dan sampai saat ini sudah puluhan negara memiliki
undang-undang atau peraturan khusus yang memberikan perlindungan kepada
konsumen termasuk penyediaan sarana peradilannya. Sejalan dengan
perkembangan itu, berbagai negara telah pula menetapkan hak-hak konsumen
yang digunakan sebagai landasan pengaturan perlindungan kepada konsumen. Di
saping itu telah pula berdiri organisasi konsumen internasional, yaitu International
Organization of Consumer Union (IOCU). Di Indonesia telah pula berdiri

berbagai organisasi konsumen seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia
(YLKI) di Jakarta.

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata consumer (Inggris,
Amerika) atau consument/konsument (Belanda). Pengertian dari consumer
atau consument itu tergantung dari posisi mana ia berada. Secara harfiah arti
kata consumer adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang
menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti
menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. begitu
pula kamus Bahasa Ing%ris-indonesia memberi arti kata consumer sebagai
pemakai atau konsumen.*

Az Nasution menegaskan beberapa batasan tentang konsumen, yakni:

a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa
digunakan untuk tujuan tertentu

b. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang
dan/jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain
atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial)

¢. Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapat dan
menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi
kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan
tidak untuk diperdagangkan kembali (non komersiat).?!

%A Z. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Diadit Media, Jakarta,
2001, him. 3
A1bid, him. 13
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Bagi konsumen antara, barang atau jasa itu adalah barang atau jasa capital,
berupa bahan baku, bahan penolong atau komponen dari produk lain yang akan
diperoduksinya (produsen). Kalau ia distributor atau pedagang berupa barang
setengah jadi atau barang jadi yang menjadi mata dagangannya. Konsumen antara
ini mendapatkan barang atau jasa itu dipasar industri atau pasar produsen.

Sedang bagi konsumen akhir, barang dan/jasa itu adalah barang atau jasa
konsumen, yaitu barang atau jasa yang biasanya digunakan untuk memenuhi
kebutuhan pribadi, keluarga atau rumah tangganya (produk konsumen). Barang
atau jasa konsumen ini umumnya diperoleh di pasar-pasar konsumen, dan terdiri
dari barang atau jasa yang umumnya digunakan di dalam rumah tangga
masyarakat.

Uns